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ANALISIS HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DESA
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA di DESA SETAKO
RAYA KECAMATA PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABTRAK
OLEH:

EDI CANDRA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara
pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setako Raya
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Hubungan Kerja antara pemerintah Desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif
dengan populasi kepalah Desa perangkat Desa, RT,RW.dan selruh angota BPD
Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 35
orang di tentukan dengan teknik sensus sampling. Jenis data yang di gunakan
adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner,wawancara dan observasi
sedangkan data sekonder dikumpulkan melalui peraturan-peraturan,dukumentasi,
laporan dan data lain yang diperoleh di Desa Setako Raya Data-data hasil
penelitian yang telah diperoleh-kemudian dianalisis secara deskritif. Berdasarkan
hasil analisis disimpulan bahwah | berdasartkan hubungan dominasi antara
pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya cukup baik kemudian
berdasarkan hubungan subordinasi bahwah antara pemerintah Desa dengan BPD
di Desa Setako Raya baik, selanjutnya berdasarkan hubungan kemitraan antara
pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya cukup baik.dengan demikian
dari hasil penelitian ‘ini dapat di simpulkan bahwa: hubungan kerja antara
pemerinta Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu cukup baik.karena dari.tanggapan responden yang ada dari 35
responden maka yang kategori baik ada sebayak 15 orang atau 43% yang
kategori cukup baik karena telah ada hubungan kerja antara pemerintah desa
dengan BPD Desa Setako Raya. Aperatur pemerintah Desa Setako Raya
Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu untuk lebih mengutamakankepentingan
masyarakat sebagai penyelenggara penerintahan Desa dan meningkatkan
hubungan kerja sama,saling mengisi,saling menghargai sebagai penyelengagara
pemerintahan Desa guna terciptanya pelayanan yang lebih baik.



Analysis Of Working Relations Between the Village Goverment With The
Village Consultative Body In The Village Of Setako Raya Kecamatan
Peranap District, Indragiri Hulu

ABTRAK:
By

EDE CANDRA

This study aims to determine the working relationship of the village government
and village consultative bodies in Setako Raya village, sub-district of Peranap,
Indragiri Hulu Regency. while the formulation of the problem in this study is how
the working relationship between the willage government and the village
consultative body in Setako Raya sub-district, Peranap, Indragiri Hulu Regency.
The type of research used is quantitative with a population of villages in the
village, RT, RW and all BPD members in Setako Raya wvillage, sub-district of
Peranap, Indragiri Hulu Regency, as many as 35 people were determined by the
samling census technique. the types of data used are primary data collected
through questionnaires, interviews and observations while secondary data is
collected through regulations, regulations, reports and other data obtained in the
village of Setako Raya, the” data- obtined [from. the research results later. in a
descriptive analysis. based on the results’ of the analysis it was concluded that
based on the relationship of dominance between the village government and the
BPD in the village of Setako Raya it was quite good then based on the
subordunational relationship that between the village government and BPD in
Setako Raya village was good, then based on the relationship between village
government and BPD in Setako Raya well. thus_from the results of this study it
can be concluded that: the woerking relationship between the village government
and the BPD in the village of Setake Raya sub-district Rapiri Indragiri Hulu is
quite good. because from the responses of respondents there were 35 respondents,
the good category consisted of 15 people or 43% which were quite good because
there was a working relationship between the village government and the BPD
Setako Raya village in sub-district Rapap Indragiri Hulu district to prioritize the
interests of the community as village administration and improve cooperative
relations, complementarity, mutual respect as organizers of village government in
order to create better services.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakan

Negara Kesatuan Republik Indo Dan dipertegas lagi dalam ayat (2)
pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta ayat (3) pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Desa.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa.

hurus benar —benar memahami kapasitas yang menjadi kewengan maupun

tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan desa semua aparatur pemerintahan tersebut dapat bersinergi dan
bermitra dengan baik, serta tepat dalam menigkatkan penyelenggaraan

pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.
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Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilaya administrative di
Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepalah Desa. Selain itu

desa adalah seatuan organisasi pemerintahan terendah , mempunyai batas

merupakan

susunan a erdasarka . va, desa d n perbuatan hukum
baik huk

serta di tu

ang diketahui oleh

b. bantu kepala desa yang
seperti  urusan
c. Unsur kewilayaan, yaitu bantu kepalah desa diwilaya kerjanya

seperti kepala dusun.

Kepalah Desa mempunyai tugas penyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembagunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan
tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan

yang di tetapkan bersama BPD;
b. Mengajukan rancanangan pemerintah desa;
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c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan

e. Peraturan desa mengenai APBDES yang dibahas dan di tetapkan
bersama BPD;

dibentuklah p ah desa a fugas pemerintah ,

pemerintahé Desa bersama

Badan Pert >merintahan di
desa,seorang jalankan sesuai

dengan Un

2% A2

SNE

1
2
3.
4

Untuk itu pemerintah desa dan BPD saling berkerjasama karena karjasama adalah
bantuk interaksi social antara orang —perorangan atau kelompok manusia untuk
mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena orientasi

orang-peorangan dengan kelompoknya (in group) dan kelompok lainnya (out

group).
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Menurut Charles H. Cooley Kerjasama timbul apabila orang menyadari
bahwa mereka mempunyai kepentingan- kepentingan yang sama dan pada saat

yang bersamaan cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk

sebut dengan
Desa yang
bersangkutz osi se e f am penyelengaraan
pemeintah Desa. Sepe 1 pen a an_peraturan desa

,anggaran dan belanja | n ke utusa .‘ : stiono,2006:139).

10 Tahun 2016

yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.BPD juga memiliki
kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan
melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi
masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan
mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan

langkah kebijakan desa.Maka BPD menjadi sangat penting untuk mengawasi
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bagaimana dana yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai

dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi berjalannya proses

realiasi program. BPD pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari

karenanya
berasal dari yara . . i asebagai jembatan
penghubung antare ; : desajuga hurus dapat

menjalankan f

Mengelola aspirasi masyaraka

Menyalurkan aspirasi masyarakat

Menyelenggarakan musyawarah BPD

Menyelenggarakan musyawarah Desa

Membentuk penetia pemilihan kepala desa

Menyenggarakan musyawara Desa khusus untuk pemilihan kepala
Desa antar waktu

Membahas dan menyepakati rancang peraturan Desa bersama kepela
Desa

Melaksanakan pengawasan terhadap kepala Desa

Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelengaraan pemerintah
Desa

5R e oo o

—

e
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1. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa
dan lembaga desa lain

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur didalam ketentuan perundang-
undang

Peraturan Pelak ndang : ) (:! ang Desa pasal

51 kepala ampa aporan ketera garaan pemerintah

Desa sebagaima al 4 i hir tahun anggaran

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh

perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Kepala Desa sebagai kepala penyelenggara pemerintahan Desa memiliki
tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Pemerintahan Desa adalah penyelanggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam pemerintahan Desa ada
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yang disebut dengan Perangkat Desa Perangkat desa dalam Undang — Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdiri sebagai berikut:

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (2)
dijelaskan tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa. Wewenang -

wewenang tersebut antaralain:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
d. Menetapkan peraturan Desa;
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Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Membina kehidupan masyarakat Desa;

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Membina meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya
agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar — besarnya
kemakmuran.masyarakat Desa;

Mengembangkan sumber pendapatanDesa;

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
Memanfaatkan teknolegi tepat guna;

. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasu
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
— undangan; dan

melaksanaan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 26 (3) Undang — Undang Nomor 6 tentang Desa

tersebut

dijelaskan hal — hal yang menjadi Hak yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Hak - hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut:

oe

Mengusulkan struktur-organisasi-dan tata-kerja pemerintahan Desa;

. Mengajukan rancangan dan menctapkan peraturan Desa;
. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

c.

Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada
perangkat Desa;

Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan hak diatas, Kepala

Desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana dijelaskan pada

Pasal 26 ayat (4) Undang — Undang tentang Desa tersebut, kewajiban kepala

Desa antara lain:

a.

b.

C.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang —
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seerta
mempertahankan dan memilihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Memilihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
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d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang — undang;

Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel,
Transparam Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Menjalin kegja, sama dan koordinasi _dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa;

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
Mengelola keuangan dan aset Desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
Menyelesaikan persclisihan masyarakat di Desa;

Mengembangkan perckonomian masyarakatDesa;

.Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup;

Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

i

°cBg-FT P ®

°

Menurut Sadu ( 2007;36 ) hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan

pemerintah Desa harus berdasarkan pada beberapa filosofis antara lain :

1. Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra ;

2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai ;

3. Adanya prinsip salimngmenghormati;;

4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan

- Sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan
rancangan peraturan desa

- Merumuskannya dan menetapkannya bersama pemerintah desa.

- Upaya penyelesaikan permasalahan.

- Mempunyai kemempuan ‘melaksanakan fungsi strategis sebagai
legislator dan kontroling.

Tugas, Fungsi dan Susunan BPD
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Pasal 55 menyebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

adalah :

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa;
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b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain menyebutkan fungsinya, anggota BPD juga mempunyai

<

1enindaklanjiti

SHAARER

kepentingan

at masyarakat

3

kerja  dengan

mencerminkan kedaulatan rakyat.

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) mempunyai
tugas dan kewenangannya masing —masing sebagaimana telah diatur dalam
peraturan perundang —undang . Walaupun mereke mempunyai tugas masing-
masing namun keduanya tetap terikat dalam suatu tata hubungan. Untuk

menjamin pelaksanaan tugas dan kewengan agar dapat berlangsung seimbang,
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kepada kedua institusi di berikan kedudukan sejajar dalam kemitraan.

Artinya,diantara kedua institusi tidak dikenal hubungan secara hirarki atau

hubungan koordinatif atau kerja sama, dan bukan hubungan sub ordinatif. Dalam

1.

2.

Hubungan kontrol, Badan Permusyawaratan Desa melakukan control atas
kerja- kerja pemerintah desa.

Hubungan  kerja, dalam  hal ini Badan  Permusyawaratan
Desanmenyampaikan usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi
masyarakat.

Sedangkan mantra kerja pemerintah desa, BPD merupakan partner bagi

pemerintah Desa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan

kedudukan dan peran yang dimiliki BPD tersebut maka tidak berlebihan kiranya
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masyarakat desa sering menaruh harapan besar terhadap penyelenggaraan
pemerintah desa dan pembangun demokrasi di desa, maka dengan demikian dapat

dikatakan bahwa arti penting dari hubungan antara pemerintah Desa dengan BPD

adalah untuk

o

peraturan
desa men sebagaimana

dimaksud kepada badan

SAAVAUN

bulan setelah

tertip badan permusyawaratan : atur di dalam peraturan mentri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permusyawaratan dalam

negeri.

Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di atur dalam bagian ketujuh
dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa badan

permusyawaratan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa berfungsi:
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a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan dasa bersama kepala
desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dasa;dan

Melakukan pengawasa kinerja kepala desa.

yang dimil
lebih ting

bertentangan de ] :- > le leh merugikan

desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan

masukankepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam proses
penyusunan peraturan desa. Peraturan desa yang mengatur kewengan desa
berdasarkan hak asal usul kewengan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi
oleh masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa.Hal itu di maksudkan agar

pelaksanaan peraturan desa senantiasa dapat diawasi secara berkelajutan oleh
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warga masyarakat desa setempat mengigat peraturan desa di tetapkan untuk

kepentingan masyarakat desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan_ peraturan desa yang telah

pelaksanaa

adalah perat

raturan bersama

dilarang

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mempunyai hak antara lainPasal 61

badan permusyawaratan desa berhak:

a. Mengawasi dan memintak keterangan tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

b. Menyatakan = pendapat  atas  penyelenggaraan = pemerintahan
desa,pelaksanaan pembagunan desa pembinah masyarakat desa,

c. memberdayakan masyarakat desa;

d. Mendapatkan biaya opirasionalpelaksanaan tugas dan pungsinya dari
Anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

16

Mengajukan usulan rancangan peraturan desa;

Mengajukan pertanyaan;

Menyampaikan usul dan/atau pendapat;

Memilih dan dipilhi;dan

Mandapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belaja desa;

oo os

sebagai berikut:

kecamatan perat agiri Hulu saat ini m as wilaya 620 Ha
dengan jumla 1sun dengan jarak
tempu 8 km dar ,6 kabupaten dan 198
km ke ibu kota provi

kekuatan untuk mewujudan kehidupan masyarakat civil (civil sociaty) guna
melahirkan masyarakat madani,bila di lihat dari fungsi BPD yang di jalan kannya
sebagai perlemen desa khususnya Desa Setako Raya sebagai salah satu desa
otonomi, keberadaan BPD dalam penyelengarakan pemerintahan bersama dengan
pemerintah desa belum berjalan sebagai mana yang di harapkan terutama BPD

yang saat ini di beri kewenangan oleh undang-undang.
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Berdarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) di desa desa setako raya di bentuk tanggal 11 tahun 2008 dan ada pun

jumlah angota BPD adalah 7 orang untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel

berikut

b. Bahwa dalam hubungan kerjaasama, masih kurang terlaksana pada saat
perumusan peraturan desa masih adanya kepentingan sendiri, maupun

dalam urusan pembagunan.

Berdasarkan Fenomena-fenomena diatas maka penulis merasa tertarik
meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “Analisis Hubungan Kerja
Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di

Desa Setako Raya Kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu”.
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B. Rumusan Masalah

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa secara Maksimal peran serta

BPD dan Pemerintahan Desa maupun sebaliknya dalam memimpin dan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setako Raya Keamatan Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu”.

C. Tujuan dan Keguanaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

menjelaskan ~ hubungan  kerja  antara  Pemerintah  Desa  dengan
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BadanPermusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu
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BAB 11
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

\l;‘

“perintah” y

L )

&l

pemerintah dengan yang diperintah.

Mustafa dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Indonesia (2001 : 17)
mengatakan bahwa pemerintah adalah pimpinan negara, pimpinan dari organisasi
yang disebut dengan negara. Sedangkan Friedman (Atmadja : 2012) mengatakan
bahwa pemerintah sebagai pimpinan organisasi yang dibentuk dan ditentukan oleh
kemauan umum (volante general) yang berdaulat dan “pemerintah atau raja itu”

hanyalah merupakan wakil — wakil dari rakyat yang berdaulat.
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Selanjutnya Finner (dalam Syafiie : 2003) mengatakan bahwa pemerintah
harus mempunyai kegiatan terus-menerus (proses), negara tempat kegiatan itu
berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta

sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Musenaf (dalam Syafiie : 2003) ilmu pemerintahan dapat
didefinisikan sebagai berikut

a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki
unsur — unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan
hubungan antara dinas — dinas itu dengan masyarakat yang
kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

b. Suwatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik
dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki
secara sistematis problema — problema sentralisasi, desentralisasi
koordinasi pengawasan dalam dan keluar.

c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya
hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur
sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan —
pertentangan antara pihak yang satu, dengan pihak yang lain, dan
mengusahakan agar- terdapat-kesérasian pendapat serta daya tindak
yang efektifdan efisien dalam pemerintahan.

d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum
dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun
organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga
diperoleh. metode — metode bekerja yang sectepat-tepatnya untuk
mencapai tujuan negara.

Brasz (dalam Syafiie :*2003). berpendapat bahwa pemerintahan umum
adalahpemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi
milik penguasa, yangdidalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan
peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi daripada negara
didalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten,
kota praja, wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai

pada semua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga publik).
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Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar,

pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, menciptakan

rang dengan

akat. Semakin
meningkat fungsi primer
pemerintah. fungsi yang
berhubungan negat 23 151 ekon oliti yang diperintah.

kuat bargaining

Sedangkan Rasyid dalam skrip yafrianto (2012 : 11) membagi fungsi
pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service),

pembangunan (development), pemberdayaan (empowerment) dan pengaturan

(regulation).
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2. Konsep Pemerintah

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang

memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau

g

&
pemerintaha @’
mereka dit z j
o

I}
.
&

definisi sec

dalam menjal

+ AN

y_a%
5

ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus,
yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan
tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan
eksekutif.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Syafiie (2014; 12) Pemerintah

dalam adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif,
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eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam

ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi

kekuasaan eksekutif.

penerapan tindalk an ke ' i 1ib asarkan hukum atau

tidak.

secara pemerintah dan pemerintaha nerintah adalah lembaga atau badan-
badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan
negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik
tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari

pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya

adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.
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3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat s omor 23 Tahun
2014 lan daerah
Dalam b ﬂ Autos berarti
sendiri da a apat diartikan

sebagai ke
aturan gung

masyarakat

Pela

TARALNAN

00

sebagai impl.

memberikan ¢

membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan
dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah
bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja

dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
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1. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
Pengembangan kehidupan demokrasi.

Keadilan nasional.
Pemerataanwi

~

=Y

BEE i

peran serta

an Perwakilan

efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada massyrakat, tujuan yang hendak

di capai dalam penyerahan urusan ini adalah anatara lain:

Pelayanan kepada masayrakat
Menumbuhkan kemandirian Daerah
Meningkatkan daya saing Daerah
Dan pertumbuhan Daerah

o000 o
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4. Konsep Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dikatakan bahwa Desa

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah

sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya
merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan
bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan
pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat.

Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas — batas tertentu sebagai kesatuan
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masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat
setempat bedasarkan asal usulnya.

Menurut Soetardjo dan Yulianti (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) kata

% 10
Im',,,

__a.
#r-
'.’
erdet
—l &

unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi

antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”.

Kemudian, masih menurut Bintarto, unsur — unsur yang harus ada dalam

suatu desa adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah - tanah yang produktif beserta
penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang
merupakan lingkungan geografis setempat;
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2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan,
persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat;

3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan — ikatan
pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk beluk kehidupan
masyarakat desa (rural sociaty).

Ketiga unsur erpisah melainkan. a atan satu dengan yang
a kehidupan
lurnya desa
faktor usaha

manusia a ] n tate G / o). Suatu daerah

daerahnya. Tia ap dae ne g % ” dan “human

effort” yang berbeda-be ] '_' - ‘ at-ki ! : gkat kemajuan

Dan dalam tempat tinggal itu, terdapat banyak ikatan — ikatan keluarga yang rapat,

ketaatan pada tradisi dan kaidah — kaidah sosial”.

Selanjutnya, Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) menjelaskan
bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan

hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki
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ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena
sama — sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan,

memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam

kesamaan

r utama untuk

Kemudian, Departemen Dala sebagaimana termaktub dalam Pola

Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (dalam Wasistiono
dan Tahir : 2006) meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan

penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan sebagai berikut :

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah “badan hukum” dan adalah
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pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau

wilayah yang melingkunginya”.

Defenisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah

Desa , sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak
istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa,

pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan
merupakan pemberian dari pemerintah.Sebaliknya pemerintah berkewajiban

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.Sebagai kesatuan
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masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa
dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata,

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka

pengadilan.

menjadi badan permusyawaratan desa. Badan Permusyawaran Desa berfungsi
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat. Oleh karena itu BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa
yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fingsinya sebagai
jembatan penghubung antara kepala desa demgan masyarakat desa, di smping

menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi refresentasi. (Wasistiono : 35).
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Perubahan di dasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal

yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mufakat.musyawara berbicara

tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil.Hasil yang baik

masa jabatan
at desa masing-

masing unsur peme 1 apat mrnjalankan fungsi

Dalam hubungan penyalur aspirasi masyarakat BPD dapat melakukan
peliputan atas aspirasi laten yang terpendam maupun terungkap secara benar dan
objektif dalam proses meliputi

1) Mendenfikasikan masalah

2) Membandingkan indenfikasi dengan kebijakan

3) Menentukan sikap tentang perlu tindakan nya peliputan

4) Memili cara peliputan yang tepat
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Tidak dapat dihindari bahwa dalam proses pembuatan suatu kebijakan atau
peraturan desa yang dengan aspirasi masyarakat, sangat di perlukan masukan atau

imput dari masyarakat itu sendiri karena hendaknya sumber ide dalam proses

(eskutif) : o] hendakn is dan tetap
sadu Wasis ; Hubu ; s dan tepat itu
akan tercip 3 : alah satt aruh terhadap baik

buruk hubunge : ,_- ; : au tataranyang

prinsip hubungan antara Badan

Permusyawatan Desa dengan pemerintah desa dijalankan dengan maksud:

1. Membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik
(perbaikan ekonomi dan posisi politik).

2. Menumbuhkan kumunikasi yang baik dengan argumentasi rasinal, dan
tidak terjebak dalam moralitas sempit,yang hanya mengabdi pada

kepentingan sempit.
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3. Menepatkan kepentingan rakyat sebagai landasan dalam proses

kompetisi politik di lembaga-lembaga yang ada

Selanjutnya bentuk-bentuk hubungan yang harus ada adalah:

1. Hubungan kontrol,yakni suatu pola hubungan yang berdasarkan pada
prinsip —prinsip demokrasi, dimana sebuah lembaga melakan kontrol
berdasarkan aturan main yang ada, untuk memastikan bahwa lembaga
yang dikontrol berdasarkan prinsip demokrasi. Aturan main dan untuk
kepentingan rakyat.

2. Hubungan aspirasi, yakni hubungan dari bawah keatas, atau hubungan
antara rakyat dengan badan-badan yang berkerja untuk kepentingan
rakyat.

3. Hubungan tanggungjawab, yakni hubungan dalam rangka memberi
tanggung jawab, baik organisasional atau terbuka kepada masyarakat
terhadap tugas dan tanggug jawab yang di berikan

4. Hubungan konsultasi, yakni hubungan untak keperluan melakukan
pembahasa, dialog dalam rangka mencarijalan penyelesaian terbaik
dalam suatu persoalan.

5. Hubungan kerja sama, yakni ‘hubungan antara lembaga-
lembagadengan maksud melakukan kerja sama dalam masalah yang
berkaitan dengan fungsi atau masalah lain.

6. Hubungan pelayanan, yakni hubungan antara pemrintah dengan
maksud pemerifahan, (pemerintahdan ) Badan Permusyaratan Desa)
memberi pelayanan kepada masyarakat

7. Hubungan kusus.berkaitan dengan suatu kebuntuan (dead lock) dalam
hubungan memungkinkan untuk membuat suatu forum seperti
musyawara desa.

Adapun bentuk hubungan antara badan tersebut adalah:
1. Bentuk hubungan antara pemerintah desa dengan badan
permusyawaratan Desa adalah:

a. Hubungan tangung jawaban, di mana pemerintah desa memberikan
pertangung jawaban atas kerja-kerja yang dilakukan.

b. Hubungan konsultasi dan kerja sama, dimana pemerintah desa bisa
melakukan konsultasi kerjasama.

c. Hubungan kerja, dalam ini membuat ketetapan bersama di desa

misal nya membuat peraturan desa.
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2. Hubungan antara badan permusyawaratan Desa dengan pemerintah
yaitu:

a. Hubungan kontrol, Badan Permusyawaratan Desa melakukan

-

ampaikan aspirasi

LR Y

akan di pilih kembali.
c. Laporan reguler dan terbuka pada masyarakat sedangkan tnggung
jawab secara kelembagaan masih belum ditemukan.

Sedangkam merunrut pendapat Yuki (1991) ada beberapa hubungan
organisasional  yaitu: pertama hubungan dominasi artinya  dalam
melaksanakanhubungan tersebut pihak pertama menguasi pihak kedua. Kedua

hubungan subornasi artinya dalam melaksanakn hubungan tersebut pihak kedua
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menguasi pihak pertama.Atau pihak kedua sengaja menepatkan diri tunduk pada
kemuan pihak pertama. Dan ketiga.hubungan kemitraan atrinya pihak pertama dan

kedua selevel dimana mereka mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama

cirt:

esa (BPD) dalam

holis (2011;77-

Desa dan BPD.pemerinta ungsi menyelenggarakan kebijakan
pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangan BPD berfungsi

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat’’

Berdaassarkan pengertian di atas ,maka terkait dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa perlu di pahami

bererap hal dari pengertian tersebut yakni;
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1. Badan Permusyarataan Desa dapat disebut dengan nama lain
2. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan
fungsipemerintah Desa.

awaratan Desa beranggotakan wakil penduduk desa

kebijakan d
kepala desa L’ Atas fungsinya

BPD memp

aspirasi masyarakat dan

6. Menyusun tata tertib BPD.

Oleh kerena itu, BPD selain memiki fungsi kelembagaan juga memiliki
wewenang kelembagaan yang telah di tetapkan pada peraturan pemerintah
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, sebagai tindak lanjut

dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
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Menurut Dr.Rayunir Rauf ,m.si dan Sri maulidiah, m.si dalam bukunya
Badan Permusyawaratan Desa (2016;57) hubungan kerja adalah hubungan

kepalah Desa di satu sisi dengan Badan Perwakilan Desa disisi yang lain,

tugas,fungsi we ¢ ara Kepala I deng dapat menimbulkan
persaingan yar A antar Kepala De ' leh karena itu
pemahaman as dan ke ar ? g —masing intitusi
desa ini har ‘ a8 kat desa kedepan .

menurut Tan

I.

a. BPD bersama kepala Desa menetapkan peaturan Desa (pasal 44
ayat 1 pp NO. 760/2001)

b. BPD berama kepala Desa menetapkan anggaran pendapatandan
belnja Desa setiap Tahun dengan peraturan Desa (pasal 6 ayat 3 pp
No 76/2001)

c. Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa,BPD

sebagai pengawasas penyelenggaran pemerintah desa.
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d. Kepelah Desa mnetapkan perangkat Desa dengan surat keputasan,

setelah mendapatkan pimpinan BPD (pasal 23 ayat 2 pp No

76/2001).
2.
t Wasistiono
(2001
kerja adalah
hubungan yang terjadi @ 2 1vi idividu baik antara

antara lain:

a. Hubungan Dominasi

Yaitu dalam melaksanakan hubungan tersebut,pihak pertama menguasai pihak

kedua.

b. Hubungan subordinasi
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Yaitu dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak

pertama atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan dan tunduk pada kemuan

pihak pertama.
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8. Kerangka Pemikiran

Kurang Baik

9. Konsep Operasional Variabel
Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk mengembangkan secara
abstrak suatu penomena sosialatau alam. Untuk tidak mengaburkan konsep dalam
penelitian ini dan dapat mencapai persamaan pengertian, maka penulis akan

membatasi konsep-konsep yang akan digunakan sebagai berikut:
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1. Hubungan yang di maksud adalah hubungan kerja antara badan

permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa.hubungan yang

dibahas adalah:

setako raya yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat,

yang berfungsi:

a. Fungsi mengayomi adat istiadat, diartikan sebagai menjaga
kesetarian adat istiadat yang hidup dan nerkembang di desa setako

raya sepanjang menunjang kelangsungan pembagunan.
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b. Fungsi membuat peraturan desa yaitu menyusun dan menetapkan
peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.

c. Fungsi pengawasan terhadap penyelengara pemerintah desa baik

pungan tersebut

kedua segaja

ANVENS

S
é
7]
o
a
]
=3
£

V

Variabel yang ake am penelitian ini dioperasinalkan

sebagai berikut ;
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Table IL1. operasinal varibel penelitan tentang hubungan kerja pemerintah
desa dengan Badan Permusyaratan Desa (BPD) Dalam
penyengaraan pemerintahan Di Desa Setako Raya Kecamatan
Peranap kabupaten Indragiri Hulu

Konsep ng dinilai Skala
: gﬁwi - - - Uk
< VNN ) 3
Ordin
al
adalah
hubungan
Pertanggu
ng
jawaban,
konsultasi Ordin
dan kerja al
sama, serta
hubungan
kerja.
(sumarton
0 2008:05)
menghormati Ordin
Menyelesikan al
masalah bersama
- Saling terbuka

Sumber,; modifikasi penulisan 2017
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11. Teknik pengukuran
Adapun teknik pengukuran yaitu:

Hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan DPB (dalam hubungan

dengn

dengan BPD

ator ubungan

baik berkisar antara 1%-33%

Sedangka pengukuran untuk masing —masing indikator adalah sebagai
berikut:

1. Hubungan pertagungjawban

Baik : Apabilah pemerintah desa dengan BPD telah

menjalankan saluruh indikator
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pertanggungjawaban atau jawaban respoden

pada katagori baik berkisar antara 67%-100%

:Apabila pemerintah desa PBD hanya

menjalankan indikator hubungan konsultasi atau

jawaban responden pada kategori baik berkisar

antara 34%-66%
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Kurang Baik :Apabila pemerintah desa denga BPD hanya
menjalankan indikator hubungan konsultasi

atau jawaban responden baik berkisar antara

=\ \

BPD telah
bungan kerja

kategori baik

Aty

Navaag

ponden pada kategori baik berkisar

antara 1%-33%
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BAB III

METODE PENELITIAN

ang digunakan dalam

ikan kemudia

S
o

skriptif, yakni
penelitian 4 an untuk mengetahui 1 cbas (independent)
tanpa membua aindingan at ] an variabe lain

(Budi Trianto:z mana menggambarkan ataan yang ditemui

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten
Inhu yang ada di desa Setako Raya dengan jumlah penduduk 738 jiwa dan 187
kepalah keluarga merupakan salah satu desa yang berkembang dengan berbagai
sukunamun aspirasi masyarakat aspirasi masyarakat masih ada yang tidak

tersalurkan serta kerja antara pemerintah desa dengan BPD belum berjalan
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dengan baik. Selain itu juga memperhatikan aspek saperti daya jangkau lokasi
penelitian dengan tempat tingal penelitiwaktu yang tersedia dengan dan

dukungan data (kemudahan dalam memperoleh data dilokasi tersebut.

objek atau suk a empur n kra l’ tertentu yang

ditetapakan ole iti untuk 1 : d an jumlahnya.

Tabel 111.1. Populasi dan Sampel Penelitian

No Jumlah Persentasi
Populasi | Sampel

1 | Anggota BPD 7 7 100%

2 | Kepala Desa Setakoraya 1 1 100%

3 | Sekretaris Desa Setakoraya 1 1 100%

4 | Staf Desa Setakoraya 6 6 100%

5 Keluarga (KK) 187 20 10%
Jumlah kepala 202 35 100%

Sumber : modifikasi penelitian, 2017
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D. Teknik penarikan sampel

Menggingat jumlah populasi yang reratif sedikit dari unsur aparat

pemerintah desa.Badan.permusyawaratan Desa sehingga memungkikan untuk di

asyarakat

terdiri  dari i Hercaya enghargai, kerjasama,

Adapun data yang diperoleh melalui buku , dokumen dan data yang telah
tersedia dari hubungan kemitran antara pemerintah desa dengan BPD, serta
derkaitan dengan masalah penelitian dan diangap perlu. Sedangkan dari
perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan
permasalahan penelitian termasuk perundang —undang yang berkaitan dengan hal

tersebut, dengan alasan sebagai pendukung data primer yang ada
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F. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data dan impormasi yang berhubungan

dengan masalah peneltian maka teknik pengambilan data adalah:

C.

pulan data yang

ktur wawancara

kepalah desa dan BPD guna mengetahui hubungan kerja pemerintah desa
dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyalengaraan
pemerintahan di desa setako raya kecamatan peranap kabupaten indragiri

hulu.

Dokumentasi
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Cara ini akan penulis gunakan karena penulis merasa dokumentasi
yang berkaitan dengan penelitian ini juga sangat berguna sebagai

penambah data penelitian. Menurut Basrowi (2008;158) dokumentasi

Japatkan impormasi

melalui daftar

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan teknik
penganalisaan secara deskritif diawali dengan pemaparan tentang impormasi dan
fakta yang ada di lapangan,kemudian dianelisa dengan pemaparan dalam bentuk
imformasi yang sertai dengan uraian atau penjelasan fakta emperik yang ada

secara mendalam. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran tentang
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hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa

Setako Raya Kecamatan Peranap Kadupaten Indragiri Hulu

Tabel I11.1. Jadwal Pengelitian Analisis hubungan antara pemerintah desa dengan
BPD di desa setakotaya kecamatan peranap kabupaten indragiri hulu

Jadwal Kegiatan ( Bulan dan Minggu )

N Jenis Posemb Januari | Februari | Maret April Mei

o| Kegiatan 2018 2018 2018 2017 2017

112 11,2

Persiapan
dan

1 | Penyusuna
n Usulan
Penelitian

Seminar
2| Usulan
Penelitian

Perbaikan
3| Usulan
Penelitian

Penyusuna
n Daftar
Wawancar
a

Penelitian
Lapangan

Analisis
Data

Penyusuna
6| n Laporan
Penelitian

Ujian
Skripsi

Perbaikan
Skripsi

Pengganda
an Skripsi
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BAB 1V

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

dan atas bantuan beberapa pihak,dan atas izin ALLAH SWT kampung tanjung

baru seburing mekar menjadi Desa yang di sepakati dengan nama Desa Setako
Raya yang di ambil dari letak nya yang dikelilingi sungai setako arti dari nama
tersebut belum diartikan.uang diresmikan oleh bapak H. Thamsir pada tanggal 18

januari 2006



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

56

Adapun pejabat kepaala Desa Setako Raya mulai berdiri sampai sekarang
sebagai berikut :

1. Tahun 2007-2008 Sudirman sebagai pjs.Kepala Desa dan Syarpudin

ri dari 2 Dusun

C. Keadaan Demografis
Penduduk dalam suatu daerah maupun wilaya adalah merupakan salah

satu  faktor nyata dalam mencapai tujuan pembagunan dan menetapkan
kebijakan pemerintah. Penduduk yang merupakan faktor yang sangat
mempengaruhi ini dapat memberikan konstribusi dalam mengelolah sumder

daya dan dana yang ada. Serta dengan adanya penduduk ini memberikan
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kesempatan bagi sekelompok masyarakat untuk mengakat seorang sosok yang
mengerti dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat. Seorang sosok
pimpinan yang dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi

mengerti tentang

&
-
-
&

SR

A

Dalam suatu masyarakat te di Desa Setako Raya penduduknya
sangat homogen sehingga penduduk jika di lihat dari agama keseluruhan
penduduk beragama islam. Adapu penduduk Desa Setako Raya berdasarkan

agama adalah adalah sebagai berikut.;
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Tabel 1V.2: Jumlah penduduk menurut Agama

No | Agama Jumlah(jiwa)
1 Islam 837
2 | Kristen 0
3 0
4 ; L.
" 37

Desa Setako

‘élg-.

Setako Raya
bermata pe 2 tabel berikut.

Selain aga

pencarian,

NATNANAEY

Tabel 1V.3:

~

no | Jenis r’

pencarian
1 | Petani
2
3
4
5 | Pensiunan
6 | Nelayan
7 | Pedagang
8 | Swasta 4
9 | Guru 9
10 | Ojek/ becak 2
Jumlah 332

Sumber : kantor kepala Desa Setako Raya 2018
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Dari table 1V.4 diatas pada umum nya penduduk Desa Setako Raya
bermata pencarian sebagai petani, sebagian penduduk ada bermata pencarian
sebagai pertukangan ,buru tani,pensiunan, nelayan, wiraswasta dan PNS.

Selain idika untuk menunjang
pemba a i i, lihat dari

endidi AS IS
p \S,NE'RSH LA M R@I{,

Tabel 1V. \31
No i

salr il

.
([
]

ENT NN V.3 NI OSY I 3
ool s~ el el 2
Hf' N

SIS

Jumlah

Sumber: kan esa
Dari el i

1 ikan masyarakat
di Desa Setak rata tamatan SD/
Sederajat, akan gka i andingkan tamatan
SLTP sebanyak 46 30 orang dan hanya 12
orang yang berpendidikan s
E. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasana merupakan aspek penting dalam menujukan

pembagunan suatu daerah. Adapun sarana prasarana yang di Desa Setako Raya

dapat dilihat pada tabel di bawah ini
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Sarana dan prasarana trasportasi merupakan salah satu sarana yang sangat
menentukan kemajuan dan perkembangan daerah.Di Desa Setako Raya sarana

pengangkutan dapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No | Jenis jalan

1 | Jalan Negara

2 | Jalan propinsi O km
3 | Jalan kabupaten 1 km
4 | Jalan desa 3 km
5 | Jalan dusun 2 km
6 | Jembatan 2 km

Jumlah 8

Sumber : kantor desa Setako Raya Tahun 2018
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Dari tabel 1V.6 diatas menunjukan bahwah di Di Desa Setako Raya masih
banyak jalan Desa. Dan belum adanya jalan propinsi dikarenakan Desa Setako

Rayamerukan desa lokasinya diwilayah pendalaman kecamatan peranap .sehingga

organisasi c esa o : undang nomor 32

tahun 2004

Dala ; dang hur fang pemerintah
daerah mens an b % da emerintah Desa dan

Badan Perm [ a pemeri a terdiri dari Kepala
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Gambar IV.I Strktur Organisasi Pemerintahan Desa Setako Raya

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Kepalah

urusan

Kepalah
seksi

kew ahan
/kepalah Dusun

Sumber : kantor Kepalah Desa Setako Raya

Dari bagan struktur organisasi pemerintah Desa Setako Raya di atas
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
menjelaskan :

2. Kepala Desa
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Tugas Wewenang ,Kewajiban dan Hak Kepalah Desa

1) Kepalah Desa mempunyai tugas menyelengarakan urusan pemerintahan,

kewajiban :

a.

pembagunan, dan masyrakat

o
&

Ak

Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik

Indonesia.

. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Memelihara ketentraman dan ketertipan masyarakat

Meleksanakan kehidupan demokrasi
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e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari
kulasi, koropsi dan nepotisme
f.  Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa

. Menaati dan enegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

menyeleng

eungan Desa

wewenang.

a. Badan Permusyaratan Desa

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa BPD
mempunyai wewenang :
a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepalah Desa

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan
peraturan Kepala Desa

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
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d. Membantu penitia pemilihan kepala Desa
e. Mengali, menampung, menghipun, merumuskan dan menyalurkan
aspirasi masyrakat Desa

Menyusun tata tertib BPB

BPD mempn
a.
b.
Angota B I’

a. Megama ancas laksa 1a : Dasar negara
i ' 1 i _.segala peraturan

DI disay yepepe fur udwnyo(

b lenggaraan pemerintah
c a keutuhan negara
d. aspirasi
e.

f. s kepentingan pribadi, kelompok

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

dan golongan
Menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat,dan
Menjaga norma ddan etika dalam hubungan kerja dangan lembaga
kemasyarakatan.

P s
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BAB YV

HASIL PENELITIA DAN PEMBAHASAN

pembahasan dalam

ga data tentang

dengan Badan

dan analisis terhadap jawaban responden untuk memperoleh gambaran yang lebih
jelasdari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada distribusi frekuensi di
bawah ini :

A. Analisis Identitas Responden
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Data mengenai indentitas responden yang akan di sajikan terdiri dari :

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, untuk lebih jelas dapat dilihat pada

tabel di bawa ini :

No

yang menututnya untuk meni a yang menjadi wilaya tanggung
jawabanya dan sekretaris pengulu yang harus selalu menyertai pehulu dalam

melaksanakan tugasnya.selanjutnya sebanyak 6 responden berjenis perempuan

atau sebesar 17 %

2. Kelompok umur
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3. Usia dapat menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dalam berfikir

dan bertindak. Idestintas responden menurut kelompok umur dapat dilihat

pada tabel berikut

Tabel V ‘
No | K ﬁ g-‘
% z
L4 o
3 ! ‘
Sumber : ha 5
i ;ﬂ ase dari jawaban
responden i : 21-30 tahun yakni
sebanyak 16 ore : clo sia 31-40 tahun
sebanyak 9 or mug / usia 41-50 tahun
sebanyak 10 ora gian besar responden
penelitian matang dan ana dalam menyelesaikan
pekerjaannya.

4. Tingkat pendidikan

Faktor pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat di
perlukan dalam diri seorang kerena mempengaruhi pola pikir dan tindakannya.
Dengan pendidikan baik bagi kepala Desa maupun masyarakat akan membawa
dampak positif di dalam menunjang pembagunan, sehingga tuntutan pendidikan

bagi masyarakat terus di upayakan untuk mempersiapkan kader-kader
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pembagunan yang di perlukan. Berdasarka hasil penelitian jenjang pendidikan
formal dari seluruh tabel responden penelitian sangat berveriasi, untuk jelasnya

dapat di lihat pada tabel berikut ini

B~

Masa kerja dapat berpengaruh terhadap keahlian dalam menyelesaikan pekerjaan,
oleh karna itu seharusnya orang yang lebih lama masa kerja nya seharusnya dapat
menjalankan tugas dan kewajibandengan baik di bandingkan dengan pegawai
yang masa kerjanya masih sikat. Identitas responden penelitian berdasarkan masa

kerja dapat di lihat di tabel berikut ini
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Tabel

Permusyawatara 1ko aya Kecamtan Peranap

e
Kabupaten Inragiri Hulu.
Dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah
Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan Desa terdiri dari pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya pemerintah Desa Terdiri Dari Kepala

Desa dan di bantu oleh perangkat Desa.
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Untuk lebih jelas mengenai hubungan kerja antara pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari beberapa indikator di ataranya :

menguntungkan masyarakat banyak, sebaliknya salah satu pihak yang mengagap
mitra kerja nya lebih lemah atau lebuh mengagap dia lebih mampu.

Hubungan seperti itu maka hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan
BPD berjalan kurang baik, karenah pihak satu akan merendakan posisi pihak lain,
sementara pihak yang direndakan akan merasa dirinya kurang dihargai,sehinga

pihak direndakan merasa kebujakan yang di buat bukan milik bersama dan pada
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akhirnya tadak mendukung dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah
dikerjakan atas nama bersama.

Dalam hubungan kerjasama yang dominasi di antara pemerintah Desa dengan

di dalam penetapan

7

35(100%)

35(100%)

70

35

100 %

Dari data tabel V.5 diatas tentang hubungan dominasi antara pemerintah
dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,
maka yang menyatakan baik sebayak 14 orang atau 40% yang di sebabkan
pemerintah Desa cendrung menguasai BPD dalam hal mentukan kebijakan

terutama dalam hal pembahasan penetapan APBDes dan peraturan Desa lainnya.
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Selanjutrnya dari data tabel diatas menunjukan bahwa hubungan dominasi

antara pemerintah dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan cukup baik sebayak 20 Orang atau

terkadang cuman ikut mengesakan saja.

Dari analisis data tabel di atas dan hasil wawancara dapat di tarik
kesimpulan bahwa hubungan Dominasi antara pemerintah Desa dengan BPD di
Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu cukup baik.

2. Hubungan subordinasi
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Hubungan subordinasi adalah dalam menjalankan hubungan tersebut pihak kedua

(BPD) menguasai pihak pertama (pemerintah Desa) atau pihak kedua dengan

segaja menepatkan dirinya tunduk pada kemauan pihak pertama hubungan ini

esa (Eksekutif) dan
Badan Permusyawarat : ‘ pu membagun

a memberikan

dan salah satu mengalah demi kepentingan masyarakat tentunya akan
menimbulkan hubungan yang kurang serasi di antara unsur pemerintah Desa
tersebut.

Apabilah hal tersebut terjadi dalam pemerintahan Desa tentunya kerjasama

yang seharusnya dilakukan dengan saling menghormati,saling menghargai dan

saling mengetahui posisi masing-masinga akan mengasilkan kinerja yang baik
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,seperti dalam hal dalam pembuatan kebijakan (peraturan Desa) yang mereka
keluarkan menguntukan masyarakat banyak, sebaliknya salah satu pihak yang

mengagap mitra kerjanya lebih lemah atau lebih mengagap dia lebih mampu dan

berjalan posisi pihak
lainya,sementare S ge : 1 . lain,sehingga
pihak yang akan kebijakan

sendiri buka

Setako Raya Kecama ap Kabupaten Indragiri Hulu.
No | Item penilaian Kategori pengukuran
hubungan Baik Cukup baik | Kurang Jumlah
subordinasi baik
1 Perubahan 20 (57%) | 14 (40%) 1(3%) 35
APBDes
2 Menampung dan | 12 (34%) | 17 (49%) 7 (17%) 35
menyalurkan
aspirasi
masyarakat
Jumlah 32 31 8 70
Rata —rata 16 15 4 35
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\ | Presentase | 46% | 43% | 11% | 100% |
Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian 2018

Dari data tabel V.6 diatas tentang hubungan subordinasi antara pemerintah

dengan BPD di Se n _Indragiri Hulu,maka
o ‘!&Qﬁ“ .93

., )
' a

penjelasan bahwa pemerintah Des am hal pembahasan dan penetapan
peraturan Desa dengan BPD tetapi BPD hanya mengikuti dan mengalah saja dan

mengagap pemerintah Desa sejajar.

Dari analisis data tabel diatas dan hasil wawncara dapat di tarik

kesimpulan bahwa hubungan subordinasi antara pemerintah Desa dengan BPD di
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Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu di kategorikan

baik.

ermusyawaratn

Desa (BPD omor 32 Tahun

2004 Tentan emerintahan di

harapkan anta syawaratan Desa
L

(BPD) (Parleme stja’ sama yang harmonis

masyarakat.

Akan tetapi dalam membagun kerjasama antara pemerintah Desa dan BPD
saling menepatkan dirin mereka sejajar,saling kerjasama,saling percaya dan saling
mengisi satu sama lain, sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis antara
pemerintah Desa dengan BPD. Apabila hal tersebut terjalin dengan baik dalam
pemerintahan Desa tentunya hubungan kemitraan akan harmonis, seperti dal hal

pembuatan kebijakan (Pemerintah Desa) yang mereka keluarkan menguntungkan
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masyarakat banyak, sebaliknya apa bila salah satu tidak di dasari sikap saling

percaya, saling kerjasamamengisi maka tidak terjadi hubungan yang baik pula.

Dalam hubungan itraan antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa
Setako Ray: a kebijakan lain,
terdapa

STTAS ISLy
QNS 2y

Tabel V.7 den erha Kemitraan
Isil..:!)e Bz;t-_—d.a awaratan Desa Di
tak _Kéca . (;;r"_a, ndragiri Hulu.
No | Ite il
Eu B ' Jumlah
i J
1| Sali o), [\ 154 35
2 Saling per 35
3 Saling 35
mengho i VA
4 Menyelesat B (9%) 35
masalah
bersama sama
5 Saling terbuka | 14 (4 37%) 1 (3%) 35
jumlah 73 96 5 175
Rata-rata 15 19 1 35
presentase 43% 54% 3% 100%

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.7 dari data tabel di atas menunjukan bahwa hubungan saling
mengisi antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan baik sebanyak 19 orang atau
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54% hal ini di sebabkan antara pemerintah Desa dengan BPD terkadang kurang
saling disadari sikap saling percaya,saling mendukung dan saling menghormati

terutama dalam hal pembahasan dan penetapan APBDes dan peraturan Desa

lainnya.

atau 54% y

\ % o 5‘ 4

T NANALN

q““
Qe
o
&
o
2
g.
o
~y
=
<
o

melaksanak g mendukung

dan saling tapan APBDes

SNy

)
<
I
~
o
8
=i
5
=

tanaa

te ang me ebanyak 21 orang atau

60% hal ini di

Dalam menentukan kebijakan Desa mengagap pemerintah Desa sejajar.
Selanjutnya dari tabel diatas menunjukan hubungan menyelesaikan
masalah bersama antara pemerintah dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan cukup baik sebanyak 28
orang atau sebanyak 82 % berada dalam kategori cukup baik hal ini berati

hubungan dalam menyelesaikan masalah bersama —sama masih ada hubungan
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kepentingan pribadi antara BPD dan kepala Desa dalam membuat peraturan yang
dilakukan untuk menyelesaikan masalah bersama —sama di desa

Kemudian dari tabel diatas menunjukan hubungan saling terbuka antara

d ala Desa dan

a Kecamatan

g
o
v
g 3
o
g
ran

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu di ketegorikan cukup baik.

Tabel V.8 Rekapitulasi Tangapan Responden Terhadap Hubungan Kerja
Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa

di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri

Hulu.
Indikator Kategori Jumlah
Baik Cukup Kurang
Baik Baik

Hubungan Dominasi 14 20 1 35
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Hubungan subordinasi 16 15 4 35
Hubungan kemitraan 15 19 1 35
Jumlah 45 54 6 105
Rata-rata 15 18 2 35
Presentase 43% 51% 6% 100%

Sunber :Data Olahan Hasil Penelitian 2018

T Ve

% ‘ *iti%t“ .r 6. dari ketiga

g, PD di Desa

Setako Raya Kecamatan Peranap yaten Indragiri Hulu dapat di jumpai

beberapa hambatan antara lain yaitu :

1. . Dalam musyawarah suatu kegiatan ada suatu pihak yang kurang dapat
menerima pendapat dan masukan dari pihak lain dan mengagap pihak
yang satu lema

2. Masih adanya kepentingan atau tujuan masing-masing dari kedua

lembaga ,sehingga dalam penyelengaraan pemerintah menjadi tidak
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sejalan ;misalnya pada kegitan kampung, kedua lembaga tersebut saling
tidak mengisi dalam setiap kegiatan.

3. Rendanya pendidikan dan kurangnya pengallaman dalam menjalankan

ing masing ga menghambat kerja
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Berdasarkan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut

1. Di ketahui bahwa Hubungan Kerja Pemerintah Desa Dengan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa

Setako Raya Kecamtan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.maka dapat di

katagorikan cukup baik. Karena dari tangapan responden dari 35
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responden maka yang kategori baik ada sebayak 15 orang atau 43% yang

kategori cukup baik karena telah ada hubungan kerja antara pemerintah

desa dengan BPD Desa Setako Ray

berkeja sama satu dengan yang lainnya

. Diharapkan kepada pemerintah desa dengan badan permusyawatan desa

agar berupaya meningkatkan hubungan kerja yang lebih maksimal
dengan cara melakukan pertanggung jawaban atas kerja —kerja yang di
berikan serta,lebih memahami tugas dan fungsi dari masing masing

lembaga
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3. Sebaiknya hubungan kerja pemerintah desa dengan BPD harus lebih di

jaga dengan baik supaya dapat meningakan roda pembagunan yang ada di

desa supaya berjalan dengan baik.
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